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ABSTRAK 

 

 Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Analisis Fikih 

Siyāsah Dustūrīyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-

XXI/2023 Tentang Larangan Kampanye Di Tempat Ibadah, Pendidikan Dan 

Fasilitas Pemerintah”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang 

dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana analisis tentang larangan 

kampanye di tempat ibadah, pendidikan, dan fasilitas pemerintah dalam putusan 

MK No. 65/PUU-XXI/2023, dan Bagaimana Analisis Fikih Siyāsah terhadap 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. 

 Bahan hukum dalam penelitian ini dihimpun menggunakan Library 

research dan dokumenter. Teknis analisis bahan hukum menggunakan analisis 

deskriptif Normatif, yang berusaha memberikan gambaran secara metodis, faktual, 

dan akurat mengenai objek penelitian sehubungan dengan kewenangan yang ada 

dalam putusan-putusan terkait. Selanjutnya, Siyāsah Dustūrīyah, sebuah teori 

hukum Islam, digunakan untuk mengolah dan menganalisis bukti-bukti yang ada. 

 Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Mahkamah tetap mepertahankan ketentuan 

pasal 280 ayat (1) huruf h mengenai larangan kampanye melalui tempat ibadah, 

pendidikan dan fasilitas pemerintah dengan menafsirkan pengecualian masih tetap 

diperlukan dengan di muat dalam batang tubuh peraturan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai norma tersendiri. Kedua, Analisis 

Fikih Siyāsah Dustūrīyah menjadi landasan pertimbangan dalam memutuskan 

putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 melarang kampanye di tempat ibadah telah 

menjawab isi permasalahan yang dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan 

dalam beragama serta menyebabkan terjadinya politik identitas. 

 Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada pihak 

penyelenggara pemilu dan Para politisi yang mencalonkan diri sebagai pemimpin, 

harus menahan diri untuk tidak menggunakan masjid sebagai tempat untuk 

membeli suara dan menggunakan alasan apa pun untuk meraih kekuasaan. supaya 

pemilu dapat berjalan tanpa insiden. Pemerintah, dalam hal ini KPU, diharuskan 

untuk mengenalkan kepada masyarakat dan para calon anggota yang mencalonkan, 

tentang larangan-larangan kampanye yang sesuai dengan undang-undang dan 

pedoman yang baru. 
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